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Terhadap perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya selain dari
lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya bisa melalui pasar modal. Dalam menawarkan saham,
emiten wajib membuat prospektus yang merupakan informasi secara tulisan yang terkait initial public
offering suatu emiten, dimana tujuannya pemegang saham publik tertarik untuk membeli efek atau saham
yang dikeluarkan oleh emiten. Dalam menyampaikan prospektus tersebut tentunya wajib memuat informasi
dan fakta material yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Otoritas Jasa
Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, telah mengel uarkan beberapa pengaturan terkait dengan penyampaian
prospektus. Prospektus merupakan dokumen utama bagi pemegang saham publik untuk menentukan apakah
akan memesan atau tidak atas efek yang ditawarkan tersebut. Dalam penyampaian prospektus tersebut
Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berperan untuk memeriksa kecukupan fakta material yang
disampaikan dalam prospektus. Begitu juga konsultan hukum pasar modal selaku profesi penunjang pasar
modal wajib menyampaikan fakta material dalam prospektus. Sehingga dalam hal Otoritas Jasa K euangan
dan Bursa Efek Indonesia maupun konsultan hukum tidak melakukan kewajibannya maka turut
bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal. Begitupun pemegang saham publik wajib diberikan perlindungan hukum atas
saham yang telah dibeli berdasarkan informasi yang tidak disampaikan oleh emiten dalam prospektus
berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa K euangan dan Pasal
111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

...... For the companies that required funding to develop their business apart from banking institutions or
other financia institutions can go through the capital market institutions. In offering shares the prospective
issuer must prepare a prospectus which isin writing information related to the initial public offering of an
issuer in which the objective of prospective public shareholders will interested in ordering securities or
sharesissued by the prospective issuer. In submitting the prospectus, the prospective issuer is obliged to
fulfill all of the information and material fact determined by Financial Service Authority and Indonesia
Stock Exchanges. The Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges has issued several
regulations related to the submission of prospectus. Prospectus is the main document for potential public
shareholders to determine whether or not to buy the offered shares. For process of submission of the
prospectus, the Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges in charge of reviewing the
fulfillment of material fact in prospectus. Capital market legal consultant as one of the capital market
supporting professionals obliged to submit material fact in prospectus. In case that the Financial Service
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Authority and Indonesia Stock Exchanges and legal consultant did not comply with their obligation,
therefore each of them responsible for the default based on Article 111 Law Number 8 Y ear 1995 on Capital
Market. In hence, public shareholders required to have legal protection on shares that have been purchased
based on information not submitted by prospective issuers based on Article 30 law number 21 Y ear 2011 on
Financial Service Authority and Article 111 Law Number 8 Y ear 1995 on Capital Market.



